
 

 
Nusan Mauli Pranata, 2014 
Pemetaan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di kota Cimahi melalui Sistem 
Informasi Geografis  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 
 
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Era otonomi daerah yang telah memasuki fase pengelolaan mandiri di 

berbagai sektor termasuk bidang pendidikan telah menimbulkan beberapa 

kemajuan disertai variabel permasalahan yang mengiringinya. Pemerataan 

pendidikan yang terimplikasi pada sebuah penyediaan fasilitas pendidikan juga 

turut menjadi sorotan utama, bila di daerah pelosok fasilitas pendidikan 

menjadi hal yang sangat sulit didapatkan, hal bertolak belakang terjadi di 

daerah maju dimana fasilitas pendidikan mudah dijumpai bahkan letaknya bisa 

dibilang terlalu berhimpitan dan menjadi sebuah masalah. 

 Sistem Informasi Geografis yang salah satu fungsinya adalah monitoring 

dan evaluasi, secara nyata bisa diimplementasikan dalam mengontrol sebuah 

pemerataan lembaga pendidikan SMA yang ada di Kota Cimahi. Tahapan 

pertama SIG diimplementasikan untuk menggambarkan persebaran lokasi 

SMA,  persebaran kondisi SMA, tahap kedua SIG dengan analisis buffer 

menggambarkan area jangkauan pelayanan lembaga pendidikan SMA yang 

garis besarnya adalah melihat area efektif yang mendapat pelayanan lembaga 

pendidikan SMA yang dijadikan sebagai bahan evaluasi lembaga pendidikan 

SMA yang ada di Kota Cimahi, dilihat dari lokasi SMA dan data-data fasilitas 

pendidikan. 

 Secara rinci ada beberapa poin yang harus disimpulkan berkaitan dengan 

pemetaan lembaga pendidikan SMA yang ada di Kota Cimahi diantaranya : 

1. Persebaran lokasi SMA yang ada di Kota Cimahi bisa dikatakan belum merata, 

dimana Kecamatan Cimahi tengah yang luas wilayah dan jumlah penduduknya 

terkecil sudah memiliki tujuh SMA, sedangkan Kecamatan Cimahi Selatan 

yang memiliki wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak hanya memiliki 

empat SMA.  
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2. Kondisi lembaga pendidikan SMA dilihat dari beberapa indikator diantaranya 

a) Persebaran guru SMA yang ada di Kota Cimahi bila dilihat dari rasio guru-

peserta didik SMA secara keseluruhan sebenarnya tidak terlalu bermasalah 

dimana jumlah peserta didik SMA keseluruhannya ada 8441 serta jumlah 

keseluruhan guru SMA yang ada Di Kota Cimahi ada 701 dan bila ditarik 

rasionya adalah 12, sehingga disimpulkan bahwa 1 guru SMA yang ada di 

Kota Cimahi bertanggung jawab terhadap 12 peserta didik SMA yang ada di 

Kota Cimahi, ini menggambarkan bahwa masih terjadi sebuah keseimbangan 

dari jumlah rasio tersebut, karena secara nyata beban kerja dari satu guru SMA 

masih digolongkan kedalam beban yang rasional untuk mengontrol dua belas 

peserta didik SMA, akan tetapi bila melihat persebaran dari jumlah masing-

msing SMA yang ada di Kota Cimahi keseimbangan dan pemerataan bisa 

dibilang belum tercapai ini terindikasi dari beberapa SMA yang terlihat 

kelebihan muatan peserta didik berdasarkan kepada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional RI No.24 tahun 2007 mengenai Standar Sarana dan 

Prasarana Fasilitas Pendidikan SMA yang menyebutkan bahwa batas maksimal 

peserta didik dalam satu SMA adalah 1.080 peserta didik dan batas minimum 

390 peserta didik, berikut SMA yang dianggap kelebihan peserta didik yaitu 

SMA Negeri 1 Cimahi dengan 1.113 peserta didik, SMA Negeri 3 Cimahi 

dengan 1.195 peserta didik, SMA Negeri 4 Cimahi dengan 1.157 dan beberapa 

sekolah dianggap kekurangan peserta didik yaitu SMA Budi Luhur dengan 71 

peserta didik, SMA Tut Wuri Handayani dengan 92 peserta didik, SMA 

Muhammadiyah 1 dengan 96 peserta didik, SMA Warga Bakti dengan 101 

peserta didik, SMA Putra Mandiri dengan 103 peserta didik, SMA Kartika 

Siliwangi dengan 115 peserta didik.  

b) Persebaran Sarana prasarana lembaga pendidikan SMA yang ada di Kota 

Cimahi, yang dinilai dari keberadaan ruang terbangun dari masing-masing 

SMA secara keseluruhan bisa dikatakan memadai sesuai dengan kebutuhan 

dari masing-masing sekolah, akan tetapi yang harus menjadi perhatian adalah 
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sarana prasarana yang masih buruk dimiliki oleh SMA Budi Luhur yang 

memiliki 6 ruangan terbangun hanya 2 yang layak digunakan dan SMA 

Muhammadiyah 1 yang memiliki 3 ruangan hanya 2 yang layak digunakan. 

Hal ini akan menjadi indikator yang sangat penting dalam sebuah pengelolaan 

lembaga pendidikan dimana pemerataan jumlah sarana prasarana akan menjadi 

sebuah patokan penilaian pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan 

SMA, dan secara keseluruhan Kota Cimahi belum melakukan pemerataan 

sarana prasarana lembaga pendidikan SMA, terlihat dari kesenjangan jumlah 

sarana prasarana tersebut.   

c) Aksesibilitas untuk dapat mencapai lembaga pendidikan SMA yang ada di 

Kota Cimahi ditentukan oleh jaringan jalan serta akses kendaraan angkutan 

umum yang bisa digunakan, dari 16 SMA yang ada di Kota Cimahi hanya ada 

4 SMA yang tidak dilalui oleh kendaraan angkutan umum yaitu SMA Negeri 2 

Cimahi, SMA Negeri 4 Cimahi, SMA Budi Luhur, dan SMA Kartika Siliwangi 

hal ini dikarenakan lokasi keempat SMA ini berada pada sebuah komplek 

perumahan dan komplek militer yang tidak mengizinkan akses kendaraan 

angkutan umum masuk, sisa lokasi SMA lainnya memiliki jaringan jalan serta 

dilewati oleh kendaraan angkutan umum. Jadi secara keseluruhan aksesibilitas 

untuk lembaga pendidikan SMA yang ada di Kota Cimahi sudah sangat 

memadai. 

3. Visualisasi area jangkauan pelayanan lembaga pendidikan memiliki tujuan 

utama yaitu melihat sebuah sebaran pemerataan layanan lembaga pendidikan 

SMA yang indikatornya adalah pemerataan peserta didik, pemerataan guru 

serta pemerataan sarana prasarana pendidikan, indikator-indikator tersebut 

akan menggambarkan sebuah layanan efektif dari masing-masing SMA yang 

ada di Kota Cimahi, pemerataan lembaga pendidikan SMA yang ada di Kota 

Cimahi bisa dikatakan belum tercapai, ini tergambarkan secara keseluruhan 

tiga kecamatan yang ada di Kota Cimahi masih belum merata, area yang 

terlayani oleh lembaga pendidikan SMA, terutama di Kecamatan Cimahi 
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Selatan dimana area efektif pelayanan lembaga pendidikan SMA masih sangat 

minim, ini terimplikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sulitnya aksesibilitas 

atau sedikitnya lembaga pendidikan SMA yang ada di kecamatan ini, bertolak 

belakang dengan Kecamatan Cimahi Tengah dimana fasilitas pendidikan SMA 

area pelayanannya sangat bertumpuk yang diakibatkan oleh lokasi SMA yang 

terlalu berdekatan lokasinya.   

B. Saran 

Adapun beberapa masukan berbentuk saran yang dirasa perlu disampaikan 

pada bagian akhir ini diantaranya :  

1. Implementasi teknologi yang sudah sangat berkembang terutama bidang 

komputerisasi dalam hal ini Sistem Informasi Geografis dirasa sangat 

perlu digunakan dan dikembangkan di bidang pendidikan terutama untuk 

pengelolaan pendidikan, hal ini akan mempermudah dalam melihat 

pemerataan pandidikan dengan melihat secara menyeluruh persebaran dari 

lembaga pendidikan. Secara nyata kemampuan SIG yang lebih 

menyeluruh dalam melihat permasalahan keruangan dirasa akan sangat 

membantu untuk memperkuat para pembuat kebijakan dalam menentukan 

sebuah peraturan. 

2.  Pengelolaan lembaga pendidikan SMA yang dikhususkan untuk wilayah 

Kota Cimahi sebaiknya memiliki kontrol yang jelas berbentuk peraturan 

untuk pengelolaan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pihak swasta, ini 

dikarenakan semakin menjamurnya sekolah-sekolah swasta yang belum 

jelas kualitas pelayanannya terutama permasalahan sumber peserta 

didiknya, dikhawatirkan nantinya terlalu banyak sekolah swasta yang tidak 

diimbangi oleh keberadaan sumber peserta didik.   

 

 

 

 


